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Dari sudut pandang hukum administrasi pemerintahan,
Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa
penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan

pada asas netralitas (Pasal 2 huruf f). Dalam penjelasan
pasal tersebut, maksud asas netralitas disini adalah

setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk
pengaruh manapun dan tidak memihak kepada

kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi

semua golongan dan partai politik (Pasal 9 Ayat 2).

PENJELASAN HUKUM



Pasal 12 UU 20 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa :
“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih
dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”



Surat Edaran Menteri PANRB No. 18/2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai ASN yang
Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden

LATAR BELAKANG
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DAMPAK



KENAPA HARUS NETRAL?



DAMPAK



SBT
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Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) saat ini tengah
menangani satu kasus dugaan

pelanggaran netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang ikut

pada saat proses pengambilan
nomor urut dan pendaftaran

pasangan calon (paslon) pada
Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) Kota Pekalongan Tahun
2024.

KASUS



kasus pertama berkaitan
dengan kegiatan di dinas

kesehatan yang ditemukan
seorang oknum ASN yang

diduga tidak netral mendukung
ke salah satu pasangan calon.
Adapun kasus berikutnya ASN

yang menjabat sebagai Pejabat
Lurah Sidokarto yang terlibat

cekcok dengan Lurah Sidoluhur
saat acara salah satu pasangan
calon bupati dan wakil bupati

di Kapanewon Godean.
“Kasus ini ditangani karena

seharusnya dua perangkat ini
tidak boleh berada di acara

calon,” 

KASUS GESTURE JARI



KASUS



KASUS
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat adanya 41
laporan pengaduan terkait pelanggaran nilai dasar, kode
etik, dan kode perilaku (NKK) dan 266 laporan mengenai
netralitas oleh ASN sejak awal tahun hingga per 28 Mei

2024. Data tersebut meningkat dari tahun sebelumnya,
yaitu 164 laporan pengaduan pelanggaran NKK dan 226

laporan soal netralitas ASN. 



KASUS
Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi oleh

keberpihakan ASN di media sosial, yakni sejumlah 40
persen. “Angka pelanggaran netralitas ASN kemungkinan

besar jauh lebih banyak, namun tidak terpantau oleh
lembaga pengawas maupun Satuan Tugas Netralitas

ASN”



KASUS
Wakil Ketua KASN itu juga menyampaikan bahwa

pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan ke KASN
jelang Pemilu dan Pemilihan 2024, makin nekat. Ada ASN
yang menggunakan sumber daya birokrasi, merekayasa

regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi
anggaran, bantuan program, hingga menggunakan

fasilitas sarana/prasarana untuk menunjukkan
keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.



SARAN

Politisasi birokrasi terhadap ASN berdampak buruk
terhadap kualitas kinerja ASN, karena digunakan

untuk memenuhi keinginan golongan tertentu, yang
sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara.

Dibutuhkan sebuah pengaturan dan pengawasan
yang ketat terhadap pejabat yang berkuasa untuk

menghindarkan adanya penyalahgunaan
wewenang jabatan (abuse of power). 



Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun
independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai

alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN
bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum

sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas
antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan

pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang
jelas dan pelaksanaan yang profesional.

SARAN
Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.



ASN juga harus memiliki bekal literasi digital yang
cukup agar tidak mudah terpengaruh dengan berbagai

arus informasi digital yang mengarah ke Pemilu.
Karakteristik yang dimiliki ASN masa kini yaitu change

agility (mampu beradaptasi dengan perubahan
apapun) dan learning agility (mampu selalu belajar)  

ASN yang mampu beradaptasi dan selalu belajar
tentunya juga dapat meningkatkan literasi digitalnya

dalam memfilter informasi-informasi digital yang
bersifat netral.

SARAN
Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.



Literasi Digital dalam Menjaga Netralitas ASN
Kementerian Komunikasi dan Informatika

mendefinisikan literasi digital sebagai kecakapan
digital, yaitu kecakapan menyeleksi, memahami,
menganalisis, memverifikasi data dan informasi,

menjaga keamanan secara digital, serta berpartisipasi
dalam transformasi digital. Sebagai ASN di era digital

sudah selayaknya memiliki kemampuan literasi digital
ini. Selain untuk mendukung terwujudnya Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

SARAN
Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.



POSE



MENYALA

Pahami Ilmu Netralitas ASN, TNI & POLRI
supaya Indonesia tetap


